




A. Penelitian Terdahulu 
1. (Andriani & Susanto, 2019); tentang pelaksanaan pengawasan kredit 
dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir Pasaman Barat dengan 
metode penelitian peninjauan secara langsung, dengan hasil penelitian; 
pelaksanaan pengawasan kredit sangat perlu dilakukan secara terus-
menerus bertepatan dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin 
meningkat. Berikut ini merupakan proses pengawasan kredit yang 
dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir Pasaman 
Barat: 
a. Sebelum realisasi atau pencairan pembiayaan 
b. Melihat kebenaran data-data dan kelengkapan berkas kredit 
c. Pemantauan usaha nasabah dan melihat lapran keuangannya 
d. Penilaian terhadap prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu prinsip 5C 
dan 7P sehingga dapat menilai apakah calon debitur layak untuk dieri 
fasilitas kredit 
e. Penilaian terhadap agunan atau jaminan kredit yang mencakup hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Bukti kepemilikan jaminan atau agunan kredit 
2) Kondisi dari agunan (sehat atau tidak) hal-hal yang dapat 
merugikan bank, serta cek fisik terhadap agunan yang diberikan 







3) Perkiraan nilai jual kembali, dengan tujuan untuk mengatasi apabila 
nantinya terjadi kredit macet maka agunan dapat menutupi hutang 
nasabah 
4) Pengikatan agunan atau jaminan dengan surat kuasa jual dan 
pengikatan lainnya dengan tujuan untuk mengatasi apabila nantinya 
debitur tidak membayar hutangnya maka dapat ditempuh dengan 
jalur pengadilan. 
Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) Ophir Pasaman Barat setelah terjadinya realisasi kredit adalah 
sebagai berikut: 
a. Pemantauan terhadap ketepatan nasabah dalam membayar angsuran 
kredit 
b. Pemantauan terhadap ketepatan penggunaan kredit 
c. Pemantauan terhadap usaha nasabah yang telah mendapatkan 
fasilitas kredit, dan yang dinilai adalah apakah sudah ada 
peningkatan jumlah penjualan serta penambahan modal. 
2. (Fatimah & Suharto, 2020); tentang Pengawasan dan Pembinaan 
Pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia 
Ciledug dengan metode penelitian wawancara, observasi dan 
dokumentasi, menghasilkan;  
a. Pelaksanaan Pengawasan Preventif pada Pembiayaan Murabahah 
Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug adalah berdasar pada 







diterima, apabila berkas pengajuan belum lengkap oleh karena itu BMT 
Husnul Aulida akan memohon calon nasabah guna melengkapi nya. 
Namun, bila berkas pengajuan telah lengkap, maka AO akan 
melangsungkan survey serta menganalisis kelayakan menggunaka prinsip 
6C ( Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditon of Economic, 
Constraint ) 
b. Pelaksanaan Pengawasan Represif pada Pembiayaan Murabahah 
Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug: pelaksanaan 
pengawasan ini dilakukan setelah pembiayaan terrealisasi, yang mana hal 
ini dimaksudkan guna meminimalisir terhadap pembiayaan bermasalah. 
Pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1) Pengawasan tak langsung: ialah dengan melaksanakan 
pengecekan pada rekening anggota ataupun disebut cekling nominatif. 
Dari cekling nominatif ini maka bisa dilihat siapa saja yang telah 
melaksanakan pembayaran atau belum. 
2) Pengawasan Langsung: ialah dengan melaksanakan  survei 
dengan rutin pada lokasi usaha ataupun kediaman nasabah  guna 
mengetahui perkembangan usaha yang dilaksanakan. 
3. (Nuryawan, 2020);  tentang pelaksanaan pengawasan serta monitoring 
pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengawasan serta Monitoring 
Pembiayaan Guna Menggurangi Resiko Dalam Pembiayaan Murabahah 
Pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang dengan metode penelitian 







Pelaksanaan pengawasan serta monitoring pembiayaan murabahah yang 
dilakukan oleh BNI Syariah Malang adalah pengawasan langsung dan 
pengawasan administratif. BNI Syariah Malang berharap dengan adanya 
pengawasan dalam pembiayaan murabahah dapat meminimalkan 
pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pengawasan ini juga dilakukan pada 
saat melakukan analisi terhadap permohonan pembiayaan murabahah 
yang diajukan oleh calon nasabah yang mengacu pada pinsip 5C. 
Nasabah akan diminta untuk menandatangani surat wakalah dan surat 
persetujuan calon pembiayaan murabahah dimana kedua akad tersebut 
akan dilakukan secara bersamaan apabila pembiayaan yang diajukan telah 
disetujui oleh komite. 
4. (Puspitasari, 2020); tentang prosedur pengawasan pembiayaan dalam 
Prosedur Pengawasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BRI Syariah 
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Pajajaran dengan hasil; terdapat 2 
(dua) cara dalam pelaksanaan pengawasan serta monitoring pembiayaan 
yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) 
Bogor Pajajaran terhadap pembiayaan murabahah, yaitu: 
a. Pengawasan administratif, yaitu dengan melalukan pengawasan serta 
monitoring terhadap dokumen-dokumen yag berkaitan dengan 
nasabah, seperti dokumen jaminan dan angsuran. 
b. Pengawasan fisik, pelaksanaannya adalah dengan mengunjungi secara 
langsung ke tempat jaminan nasabah. 







sendiri terhadap masing-masing nasabahnya, tidak dibantu oleh unit 
pengawasan, melainkan dengan sistem pada komputer. 
Dalam hasil penelitian diatas, terdapat kesamaan dalam hal pengawasan 
terhadap produk pembiayaan. Namun ada ketidak samaan dengan penelitian - 
penelitian terdahulu, yaitu objek yang dipilih merupakan sektor Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS ) juga penelitian ini akan berfokus pada 
pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 
yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Malang. 
B. Kajian Pustaka 
1. Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan 
Salah satu kewajiban yang beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJ K) yaitu terkait dengan ruang lingkup pengaturan 
serta pengawasan pada perbankan syariah dan juga unit usaha syariah (UUS ). 
Ada dua jenis pengawasan yang sangat umum dilakukan oleh bank syariah 
dan juga UUS, yaitu pengawasan dengan cara tidak langsung (off-site 
supervision) serta pengawasan dengan cara langsung (on-site supervision). 
Pengawasan-pengawasan tersebut dapat diterapkan dengan: 
1) Memberikan ketentuan kriteria terkait dengan seberapa besarindikator 
kesehatan bankserta berbagai ketentuan lainnya yang wajib terpenuhi 
oleh bank syariah serta UUS;  
2) Mengambil dan memeriksa data yang ada atau berkas dari tiap lokasi 







3) Mengambil serta memeriksa berkasserta segala keterangan dari tiap 
pihak yang menurut penilaian dari Bank Indonesia mempunyai 
pengaruh kepada bank;  
4) Bank akan memberikan perintah pemblokiran terhadap rekening 
tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan;  
5) Memberikan tugas pada KAP( kantor akuntan public ) atau pihak 
lainnya guna melakukan pemeriksaan laporan-laporan atas nama Bank 
Indonesia; 
6) Melaksanakan tindak lanjut atas pengawasan antara lain: 
a. Memberikan batasan-batasan atas wewenang Rapat Umum 
Pemegang Saham ( RUPS ), komisaris , direksi , juga pemegang 
saham; 
b. Memohon penambahan modal kepada para pemegang saham 
c. Memohon kepada pemegang saham guna mengubah anggota dewan 
komisaris dan / atau dewan direksi bank syariah: 
d. Memohon bank syariah agar melakukan hapus buku terhadap 
penyaluran dana yang macet ataupun bermasalah dan dengan 
mempertimbangkan besar kerugian yang akan ditanggung oleh bank 
syariah dengan modalnya;  
e. Memohon bank syariah melaksanakan merger atau konsolidasi 
dengan bank syariah lainnya, 
f. Memohon bank syariah menjual pada pembeli yang mau mengambil 







g. Memohon bank syariah untuk melanjutkan pengelolaan semua atau 
sebagian urusan bank syariah kepada pihak lain: 
h. Memohom bank syariah mennjual sebagian atau semua aset atau 
kewajiban bank syariah pada pihak lain 
7) Bila tindakan - tindakan di atas dirasa belum mampuguna mengatasi 
masalag yang dialamii bank syariah, maka Bank Indonesia menyatakan 
bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyrahkan penanganannya ke 
LPS untuk diselamatkan atau tidak;  
8) Bila LPS mengatakan bank tak dapat diselamatkan, maka Bank 
Indonesia atas permintaan LPS akan mencabut izin usaha bank syariah 
serta penanganan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh LPS. 
9) Atas permintaan bank syariah, Bank Indonesa bisat mencabut izn usaha 
bank syariah sesudah bank syariah tersebut dapat menuntaskan semua 
kewajibannya. (Nurhasanah & Adam, 2017) 
2. Prinsip Pengawasan Penyaluran Dana 
(Muhamad, 2016) Dalam bukunya yang berjudul “Manajemen 
Pembiayaan Bank Syari’ah menjelaskan mengenai pengawasan penyaluran 
dana dan juga pengawasan terhadap pembiayaan sebagai berikut: 
a. Tindakan pencegahan dini atas kerugian pendistribusian dana: upaya 
yang bersifat pencegahan dini atas segala hal yang dapat 
memberikan kerugian bagi bank dengan mencegah praktik 







cara melaksanakan analisis dengan mennyeluruh, akurat dan 
obyektif. 
b. Tindak pengawasan atas pendistribusian dana: Seluruh petugas bank 
yang khususnya terlibat dengan pendistribusian dana wajib 
melaksanakan kontrol secara berkelanjutan atas segala kegiatan 
pendistribusian dana. 
c. Audit internal pendistribusian dana: Audit internal juga harus turut 
berkontribusi baik secara langsung atau pun tidak atas segala 
kegiatan pendistribusian dana yang dilakukan oleh bank dan juga 
terhadap segala aspek dengan petugas bank yang berhubungan 
dengan kegiatan pendistribusian dana. 
3. Obyek Pengawasan Penyaluran Dana 
a. Petugas bank yang berhubungan dengan proses penyaluran dana 
b. Jenis penyaluran dana meliputi segala bentuk penyaluran dana guna 
memastikan bahwasanya produk tersebut sudah sesuai dengan 
prinsip kehati - hatian serta prinsip syariah. 
c. Pihak yang bersangkutan serta tidak bersangkutan dengan bank, 
dilaksanaka pada semua nasabah termasuk pihak yang berhubungan 
dengan bank. Khusus kepada pihak yang berhubungan dengan bank 
serta nasabah besar, pengawasan dilaksanakan dengancara intensif. 
4. Fungsi Pengawasan Penyaluran Dana 








a. Monitoring penyaluran dana: apakah proses penyaluran dana ini 
dilakukan dengan benar dan tepat sesuai dengan prinsip kehati-
hatian dan juga secara prinsip syariah 
b. Pengawasan penilaian kolektibilitas: sebelum dilakukannya realisasi 
terhadap penyaluran dana, bank terlebih dahulu melakukan proses 
pengecekan kolektibilitas dari calon nasabah melalui Sistem 
Layanan Informasi Keuangan 
c. Pembinaan kepada nasabah penyaluran dana: pembianaan ini terkait 
hak dan kewajiban bagi nasabah dan juga bank. Selain itu juga 
memuat cidera janji dan akibatnya apabila dilakukan oleh salah satu 
pihak. 
d. Memantau pengadministrasian dokumen: semua jenis dokumen yang 
mencakup proses penyaluran dana hingga selesai dibayarkan 
seluruhnya oleh nasabah juga penting untuk dimonitor agar tidak 
terjadi adanya penyelewengan seperti pemalsuan dokumen dan lain 
sebagainya. 
e. Mengawasi tingkat kecukupan jumlah penyisihan penghapusan 
penyaluran dana (PPAP) bank diharuskan untuk melaksanakan 
PPAP yang sesuai dengan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.  
5. Pengawasan Melekat 
a. Prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan (segregation 







pegawai menggunakan prinsip atas pemisahan fungsi operasional 
sekaligus  pengawasan (segregation of duty). 
b. Laporan pengawasan yang sekurang-kurangnya berupa laporan 
tertulis secara berkala kepada atasan langsung dan/atau kepada 
direksi mengenai: 
1) Penilaian atas kualitas portofolio penyaluran dana yang dilakukan 
secara menyeluruh diikuti dengan penjelasan atas penyaluran 
dana yang kualitasnya mengalami penurunan. 
2) Penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian 
dan prinsip syari'ah. 
3) Segala bentuk peyimpangan yang dilakukan pejabat penyaluran 
dana yang berada pada wilayah pengawasannya diikuti dengan 
tindakan ataupun perbaikan.(Peraturan-Dan-Pengawasan-
Perbankan @ Www.ojk.go.id, n.d.). 
Setelah adanya pengawasan pada saat proses penyaluran dana, 
(Muhamad, 2016) menyebutkan bahwa selanjutnya akan dimulai pengawasan 
pembiayaan. Apabila pengawasan penyaluran dana dilakukan pada saat bank 
belum melakukan realisasi atas pengajuan pembiayaan, maka dalam 
pengawasan pembiayaan ini merupakan kelanjutan dari pengawasan 
penyaluran dana, yaitu pengawasan pada saat pembiayaan telah ter-
realisasikan. Berikut ini adalah tujuan dari pengawasan pembiayaan hingga 







6. Tujuan Adanya Pengawasan Atas Pembiayaan 
Tujuan dari pengawasan atau kontrol atas  pembiayaan yang dilakukan 
oleh bank syariah, yaitu: 
a. Bank dapat memonitor asetnya dengan mudah dan menghindari 
adanya penyelewengan-penyelewengan yang mungkin saja 
dilakukan oleh berbagai pihak 
b. Sebagai bentuk dari  ketelitian  dan pernyataan atas kebenaran data 
administrasi dalam berbagai kegiatan, 
c. Guna meningkatkan efisiensi pada pengelolaan tata pelaksanaan 
kegiaitan usaha pada bidang  peminjaman dan juga kepada sasaran 
pencapaian yang telah ditentukan. 
d. Kebijakan manajemen bank syari'ah bisa lebih rapih dan mekanism 
serta  prosedur pembiayaan akan lebih ditaati. 
7. Media Pengawasan 
Dalam melakukan pengawasan, bank ataupun petugas terkait dapat 
melkukannya dengan media-media pengawasan. Berikut ini adalah beberapa 
media yang dapat digunakan, antara lain:  
a. Informasi dari pihak luar. Informasi ini dapat berupa laporan 
keuangan dari usaha nasabah yang dimonitor secara berkala. Bisa 
juga dilihat melalui laporan persediaan barang ataupun laporan 







b. Informasi dari pihak dalam. Yaitu dengan melihat dari mutasi 
rekening nasabah. Apakah nasabah melakukan pembayaran secara 
rutin atau tidak. 
c. Memeriksa transaksi yang terjadi atas debet dan kredit pada 
beberapa bulan berjalan, 
d. Memberikan label atas laporan agar dapat diantisipasi apabila 
terdapat kekeliruan yang lebih besar,  
e. Memeriksa adakah periode waktu jatuh tempo yang janji untuk 
direalisasi.  
f. Memeriksa segala buku pembantu / tambahan serta berkas-berkas 
yang berhubungan dengan pinjam-meminjam. 
8. Kunjungan Pada Nasabah 
Bertujuan untuk memperhitungkna sekaligus memantau efektivitas dari 
penyaluran dana yang telah digunakan oleh nasabah. Beberapa hal yang harus 
dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
a. Membuat  laporan atas kegiatan peminjam 
b. Membbuat laporan realisasi kinerja bulanan  
c. Membuat laporan atas stok atau persediaan barang 
d. Membuat pelaporan atas segala kegiatan investasi bulanan 
e. Membuat pelaporan atas utang dan juga piutang 
f. Membuat neraca Laba / Rugi  setiap bulan, triwulan, dan juga 
semester 







h. Membuat laporan terkait dengan tiingkat kemajuan kegiatan usaha 
i. Tingkat efektivitas pemakaian dana 
9. Pengelompokkan Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan 
Tidak lancarnya nasabah dalam membayar kembali kewajibannya baik 
pokok ataupun bagihasil pembiayaan sehingga menimbulkan adanya 
kolektabilitas pembiayaan. Secara umum, kolektabilitas pembiayaan 
dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu: 
a. Lancar, biasa disebut dengan kolektibilitas 1 dimana nasabah tidak 
melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban baik pokok 
ataupun marginnya 
b. Kurang lancar, biasa disebut dengan kolektibilitas 2. Dalam 
kolektibilitas 2 ini nasabah mengalami keterlambatan pembayaran 
pembiayaan kembali baik pokok atau pun margin antara rentang 
waktu 1 sampai dengan 90 hari 
c. Diragukan, biasa disebut dengan kolektibilitas 3. Pada tingkat ini 
bank sudah harus waspada dan lebih rutin lagi dalam megawasi 
nasabah hal ini dikarenakan nasabah sudah mengalami 
keterlambatan pembayaran antara rentang waktu 91 sampai dengan 
120 hari. Dalam kol. 3 ini nasabah sudah dikategorikan kedalam 
nasabah dengan pembiayaan bermasalah dalam perhitungan tingkat 
kesehatan bank dengan Non Performing Financing (NPF). 
Pengambilan tindakan juga sudah harus dilakukan oleh bank agar 







d. Perhatian khusus, biasa disebut dengan kolektabilitas 4. Sama halnya 
dengan kolektibilitsa 3 pada tingkat ini kewaspadaan bank juga harus 
lebih meningkat. Dalam kolektibilitas 4 ini keterlambatan 
pembayaran angsuran pokok ataupun margin nasabah mengalami 
keterlambatan dan dikategorikan kedalam rentang waktu 121 hingga 
180 hari 
e. Macet atau kolektabilitas 5. Dalam tingkatan ini, nasabah sudah 
mengalami tingkat kemacetan lebih dari 180 hari. Tindakan yang 
diambil juga sudah harus menningkat dibandingkan dengan tindakan 
pada kolektibilitas 3. 
10. Pengertian Pembiayaan 
Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa “pembiayaan 
berlandaskan prinsip syari’ah ialah penyediaan dana ataupun tagihan yang 
samakan dengan itu bersumber pada persetujuan ataupun kesepakatan antara 
bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai guna 
memabayarkan kembalidana atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagihasil”. 
Sementara (Andrianto & Firmansyah, 2019) dalam bukunya yang 
berjudul “Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek) 
menyebutkan apabila suatu pendanaan dikeluarkan guna mendorong jalannya 
investasi yang sudah direncanakan dan dijalankan sendiri ataupun dilakukan 
oleh pihak lain merupakan pengertian dari pembiayaan secara umum. 







kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan 
kepada nasabah. 
Pembiayaan adalah salah satu dari sumber pendapatan terbesar 
bagi Bank maupun BPRS. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar 
dari dana operasional yang dimiliki oleh bank akan diputarkan kembali dalam 
bentuk pembiayaan. Namun dibalik itu semua, pembiayaanjuga merupakan 
sumber dari risiko operasional dari Bank atau BPRS itu sendiri, dimana hal 
ini disebabkan oleh terjadinya pembiayaan-pembiayaan bermasalah atau 
bahkan macet yang akibatnya akan mengganggu jalannya kegiatan 
operasional dan juga likuiditas dari bank tersebut. 
11. Pengertian Murabahah 
Murabahah merupakan jual - beli atas barang pada harga awal dengan 
tambaha keuntungan yang telah disepakati. Pada akad ini penjual harus 
memberitah harga pokok produk yang ia jual sekaligus menjadi penentu suatu 
tingkat keuntung sebagai tambahan. 
Bank syariah secara umum telah menggunakan murabahah sebagai 
bentuk pembiayaan yang utama. Pada praktiknya, penggunaan pembiayaan 
murabahah mencapai prosentase pada angka 70%-80%. Tidak hanya di 
Indonesia tapi negara- negara lain yang menggunakan sistem perbankan 







Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perbankan Syariah” 
(Mujahidin, 2016), menjelaskan rukun dan juga syarat murabahah sebagai 
berikut: 
 Rukun Akad Murabahah 
a. Untuk pihak yang berakad( bai serta musytari’); 
1) Cakap menurut hukum dan agama 
2) Tidak terdapat unsur keterpaksan  
b. Barang atau Objek Murabahah; 
1) Objek bukan merupakan barang yang dilarang oleh syariah  
2) Melaksanakan proses penyerahan barang 
3) Hak milik sepenuhnya bagi yang berakad 
c. Harga (tsaman); 
1) Menginformasikan terlebih dahulu harga pokok  
2) Menginformasikan laba yang sudah disepakati kedua pihak 
 
d. Ijab Qabul (sighat) 
1) Penggunaan dana harus dicantumkan secara jelas  
2) Barang serta harga yang tercantum dalam akad harus sepadan 
 Sedangkan syarat dari pembiayaan murabahah ialah: 
a. Penjual wajib untuk menginformasikan harga pokok atau awal 
kepada pembeli; 
b. Akad harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan; 







d. Penjual harus memberitahukan pada pembeli apabila terjadi cacat 
atas barang sesudah terjadinya pembelian; 
e. Penjual harus menginformasikan segala hal yang berhubungan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara 
utang. 
Berikut ini gambaran secara ringkas, konsep dari transaksi murabahah 
dalam bentuk diagram alur: 





Sumber: Hukum Perbankan Syariah 
Dengan penjelasan skema sebagai berikut: 
a. Setelah rukun dan syarat murabahah telah terpenuhi, maka penjual dan 
pembeli bisa melangsungkan akad murabahah 
b. Setelah terjdinya akad, langkah selanjutnya yaitu penyerahan barang dari 
penjual kepada pembeli 
c. Dan proses yang terakhir adalah proses pembayaran, yang ana hal ini telah 
disepakati sebelumnya oleh kedua belah piak. Apakah pembayaran akan 







adanya cicilan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat terjadinya akad. 
12. Analisis Pembiayaan 
Analisa pembiayaan merupakan hal penting dalam proses pembiayaan. 
Dimana hal tersebut akan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah 
atau bahkan macet diamana tujuan utama dari analisa pembiayaan yaitu 
menilai mampu dan bersedia kah debitur untuk membayar kembali kewajiban 
dari dana yang telah mereka pinjam sekaligus membayar margin yang telah 
disepakati sebelumnya sesuai dengan akad atau perjanjian pembiayaan. 
Analisis pemibiayaan atau penilaian pembiayaan ini akan dilakukan oleh 
Account Officer (AO) dari suatu lembaga keuangan agar pembiayaan dapat 
diberikan sesuai dengan sasaran dan aman. Tujuan dari analisis pembiayaan 
ini adalah guna mendapatkan keyakinan pihak bank apakah calon nasaah 
pembiayaan ini memiliki kemauan dan kemampuan guna membayar kembali 
kewajiban mereka secara tertib dan berkala, baik pembayaran pokok 
pinjaman maupun nsibah bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan.  
(Andrianto & Firmansyah, 2019) 
13. Prinsip Kehati-Hatian 
(Mujahidin, 2016) menuturkan, selaku Agent Of Development, bank 
tidak serta-merta hanya berorientas pada keuntungan (profit oriented) akan 
tetapi juga melihat segala prioritas pembiayaan untuk pembangunan nasional 
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Dengan begitu, bank 
sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai Financial 







dan pihak yang defisit. Untuk itu penting bagi bank mengetahui juga 
menentukan bahwa seseorang yang dianggap sebgai calon nasabah dapat 
dipercaya guna merealisasikan pengajuan kreditnya, secara umumnya bank 
akan menggunakan instrumen analisis untuk menentukan bahwa calon 
nasabah merupakan sseeorang yang dapat dipercaya, berikut ini adalah 
isntrumen yang sering digunakan: 
a. Prinsip 7 P yaitu: 
1) Party merupakan para pihak yang menyelenggarakan perjanjian 
dengan cara saling mengetahui karakter satu dengan yang lain. 
bukan hanya bank saja yang wajib mengetahui karakter dari calon 
nasabah, tetapi nasabah juga wajib mengetahui segala informasi 
tentang kesehatan bank. 
2) Purpose yaitu tujuan yang akan diraih dalam rangka peminjaman 
kredit. Hal ini lah yang menjadi pembeda antara hutang dan 
kredit. Dimna kredit yang telah terrealisasi harus selalu diawasi 
oleh bank yang bersangkutan agar terhindar dari kredit 
bermasalah 
3) Payment adalah pembayaran yang hendak dibayarkan kembali 
oleh nasabah. Bank juga harus melakukan pengawasan terhadap 
pendapat nasabahnya ataupun usaha , bagaimana nassabah 
tersebut bisa melunasi kredit dengan lancar, tentu juga 
dipengaruhi oleh pendapatan nya. 







didapatkan oleh bank. Kredit adalah salah satu cara bank guna 
mendapat profit atau yang diambil dari bunga ataupun bagihasil 
dan sejenisnya. Sehingga, bank harus memperhatikan 
profitabilitas yang akan didapatkan. 
5) Protection adalah pemberian perlindungan berbentuk jaminan 
kepada nasabah bila terjadi suatu hal di luar kendali dan 
diperjanjikan oleh para pihak.  
6) Personality ataupun karakter nasabah yang bersumber pada 
tingkah laku serta karakter nasabah pada aktivitas tiap hari 
ataupun masa lalunya. Tercantum pula emosi, perilaku, serta aksi 
nasabah dalam mengalami sesuatu permasalahan 
7) Prospect ataupun nilai usaha nasabah di kemudian. 
Menguntungkan ataupun tidak. Bila tidak ada pertumbuhan pada 
usaha yang dibiayai dengan kredit, bukan hanya bank yang 
hendak mengalami resiko kesulitan mengadakan tagihan, namun 
pula nasabah yang melaksanakan usahanya hendak kesusahan 
dalam membayar tagihannya. 
b. Prinsip 3 R yaitu:   
1) Returns ialah hasil yang didapatkan debitur kala kredit tersebut 
sudah digunakan. Bank wajib memikirkan apakah kredit yang 
diajukan akan membawa manfaat sehingga debitur dapat 
membayarkan kredit serta bunga, serta sebagainya.  







kesanggupan debitur dalam membayar kemballi kredit yabg telah 
diberikan sesuai dengan ketepatan waktunya. 
3) Risk Bearing Ability ialah tingkat keahlian debitur dalam 
menanggung resiko apabila timbul hal – hal yang tak diduga oleh 
kedua belah pihak hingga menimbulkan kredit macet.(Mujahidin, 
2016) 
c. Prinsip 6C: 
1) Character: merupakan kondisi dimana sifat / watak dari nasabah, 
baik dalam kehidupan individunya ataupun dalam area usahanya. 
Keuntungan dari dilakukannya evaluasi terhadap kepribadian ini 
ialah guna mengenal hingga sejauh ana maksud / keinginan 
nasabah guna penuhi kewajibannya ( willingness to pay ) 
sebagaimana dengan perjanjian yang sudah disetujui 
2) Capital:merupakan jumlah uang/ modal sendiri yang dipunyai 
oleh calon mudharib . Semakin besar modal sendiri dalam 
perseroan, pasti semakin besar pula intensitas calon mudharib 
melaksanakan usahanya , bank hendaknya merasa lebih percaya 
dalam mendistribusian pembiayaannya.  
3) Capacity: merupakan keahlian yang dipunyai calon mudhorib 
dalam melaksanakan usahanya guna mendapatkan laba yang 
diinginkan. Manfaat dari evaluasi ini ialah guna mengenal / 
mengukur hingga sejauh mana calon mudahrib sanggup 







pay ) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan , dari hasil usaha 
yang didapat. 
4) Collateral:merupakan benda yang diserahkan mudhorib selaku 
angunan pada pembiayaan yang diterimanya. Collateral wajib 
dinilai oleh bank guna mengenali sebesar apa resiko kewajiban 
financial mudhorib pada bank. 
5) Condition of Economy: merupakan suasana serta keadaan politik 
, social , ekonomi , serta budaya yang memberikan pengaruh pada 
kondisii perekonomian yang mungkin berpengaruh pada 
kelancaran usaha calon mudharib. 
6) Constraints: merupakan batas hambatan yang tidak 
memungkinkaan suatu bisnis untu dilaksanakan pada tempat 
ataupunkeadaan tertentu. Contohnya, usaha yang didirikan pada 
tepi jalan, yang bisa saja digusur akibat adanya pelebaran 
jalan.(Andrianto & Firmansyah, 2019) 
 
